


























 
 

   

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini, masih banyak masyarakat yang sangat 

membutuhkan bantuan serta perhatian terutama masyarakat yang tidak mampu. 

Dari permasalahan sosial tersebut, agama Islam memberi kemudahan dan juga 

kewajiban bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong, maka dari itu Islam 

mewajibkan bagi setiap pemeluknya untuk membayar zakat.  

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan mempunyai peran penting 

bagi kehidupan terutama bagi ekonomi islam. Peranan zakat baik zakat harta 

maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat yang mampu dan 

yang tidak mampu.1 Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan jika 

dilaksanakan dengan benar. Hal yang lebih penting lagi adalah dengan zakat 

tersebut tidak akan membuat kemiskinan atau berkurangnya kekayaan dan 

keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia.2 

Islam menjadikan zakat sebagai suatu amalan ibadah yang berdimensi 

sosial dan ekonomi.3 Karena dalam prakteknya, zakat digunakan sebagai sarana 

untuk masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang sedang 

mengalami kesulitan ekonomi. Dengan zakat, orang yang tidak mampu juga 

 
1Abdul Haris Ramdoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3, no. 01 (2017), h. 41.  
2  Ibid., h. 41.  
3Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan 

Kesejahteraan Umat”, Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (2017), h. 150. 



 
 

   

merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat, mereka akan merasa 

dihargai karena ada empati dari orang yang lebih mampu.4 

Dalam bidang ekonomi, zakat dapat berperan dalam pencegahan terhadap 

penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan yang kaya 

untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin. Maka 

zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk meningkatkan ekonomi 

mustahik. Zakat juga berfungsi sebagai modal usaha bagi orang miskin yang 

terkendala dalam usahanya dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, 

sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.5  

Islam secara normatif, telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, 

hikmah, tujuan, pengelolaan zakat itu sendiri dari aspek kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengumpulan,  penyaluran/pendistribusia dan pendayagunaan zakat.6 

Salah satu tujuan pendistribusian zakat adalah sebagai pendukung peningkatan 

ekonomi bagi mustahik, agar terciptanya peningkatan ekonomi tersebut maka 

mereka harus melakukan kegiatan yang produktif. Zakat bukan hanya bersifat 

konsumtif melainkan zakat juga bersifat produktif.  

Zakat produktif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 Ayat (1), dinyatakan bahwa 

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Dalam proses pemberdayaan 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pemberdayaan 

 
4 Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Zakat dan 

Wakaf  02, no. 02 (2015), h. 340 
5 Ibid., h. 340  
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,  

(Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 5. 



 
 

   

mengandung dua kecenderungan, yaitu primer dan sekunder.7 Kecenderungan 

primer, yaitu proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuaatan atau kemampuan kepada masyarakat 

agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat 

pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihannya. 

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-

Undang Republuk Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan 

zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan 

BAZNAS kabupaten/kota.8 BAZNAS merupakan lembaga pemerintah 

nonstruktural yang brsifat mandiri yang berwewenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri. 

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 

27 ayat (1) mengharuskan badan amil zakat nasional untuk bekerja secara 

maksimal dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 

 
7 Muhammad Istan, ”Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Menurut Persfektif Islam”, Al Falah: Jurnal Of Islamic Economics, 2, no. 1, (2017).    
8 Abdul Kholiq Syafa’at, ” Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bayuwangi”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 9, no. 

1.(2015), h.  27.  



 
 

   

umat.9 BAZNAS Muara Enim menyalurkan dana zakat produktif pada satu 

program Muara Enim Makmur. Program Muara Enim Makmur salah satu poin 

yang terdapat di dalamnya yaitu “Bantuan Modal Usaha”. Program ini adalah 

program untuk mustahiq yang mempunyai usaha kecil yang kurang mampu baik 

dalam segi modal usaha atau perlengkapan usaha.  

Sebelum mengetahui jumlah mustahiq yang menerima bantuan dana zakat 

produktif dibawah ini terdapat penghimpunan dana zakat yang dihimpun oleh 

BAZNAS Muara Enim dari tahun 2017 sampai juli 2021.10 

Tabel 1.1 

Penghimpunan dana zakat dari tahun 2017 sampai 2021 

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Muara Enim 

Tahun Jumlah Dana Zakat 

2017 Rp. 1.258.003.722 

2018 Rp. 1.338.347.413 

2019 RP. 1.346.174.962 

2020 Rp. 1.780.224.269 

2021 Rp. 1.047.268.832 

 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat yang 

dilakukan oleh BAZNAS Muara Enim tergolong tinggi, terbukti dengan jumah 

dana yang terkumpul setiap tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 pertahunnya 

lebih dari 1 miliyar. Dana yang terkumpul akan disalurkan kembali oleh 

 
9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,  

(Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 14. 
10  Rekapitulasi penghimpunan Dana Zakat Oleh BAZNAS Muara Enim Dari Tahun 2017 

sampai 2021.  



 
 

   

BAZNAS kepada orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk program-

program dari BAZNAS itu sendiri seperti program bedah rumah, program 

pendidikan, program Muara Enim makmur (zakat produktif) dan lain sebagainya. 

Berikut adalah data penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Muara 

Enim:11 

Tabel 1.2 

 Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2017 Sampai 2021 

 

Penyaluran dana zakat Produktif pada BAZNAS Muara Enim 

 

Tahun 

Jumlah Mustahiq yang 

menerima dana zakat 

produktif 

Jumlah penyaluran dana zakat 

produktif 

2017 5 Orang  Rp. 14.550.000 

2018 9 Orang Rp. 20.000.000 

2019-2020 2 Orang                   Rp. 4.000.000 

2021 4 Orang                   Rp. 6.000.000 

 

BAZNAS Muara Enim, pada setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan 

pelatihan yang dimana dalam pelatihan itu terdapat 50 orang yang ikut dalam 

program pelatihan tersebut, pelatihan itu merupakan wadah bagi masyarakat yang 

mempunyai usaha untuk belajar mengembangkan usahanya. Dalam pelatihan 

tersebut terdapat berbagai macam jenis usaha, contohnya usaha gorengan, usaha 

keripik, penjahit dan lain-lain. Sekian banyak orang yang mengikuti program 

pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Muara Enim tidak semuanya dapat 

menerima bantuan zakat produktif, melainkan hanya yang mengajukan proposal 

 
11 Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif  Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS)  Muara Enim, 2017-2021. 



 
 

   

saja yang akan mendapat bantuan.12 Bantuan yang diberikan sesuai dengan apa 

yang diajukan oleh orang yang mengajukan proposal, dengan berbagai 

pertimbangan dari pihak BAZNAS apakah layak atau tidak untuk menerima 

bantuan tersebut. 

Dana zakat yang disalurkan untuk usaha produktif oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Muara Enim sebesar Rp. 14.450.000 dengan pelaku usaha sebanyak 5 

orang pada tahun 2017, dan tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000 dengan pelaku 

usaha sebanyak 9 orang, pada tahun 2019 dan 2020 dana zakat yang disalurkan 

sebesar Rp. 4.000.000 dengan pelaku usaha 2 orang, dan pada tahun 2021 per juli, 

dana zakat yang diberikan sebesaar Rp. 6.000.000 dengan pelaku usaha sebanyak 

4 orang.   

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan 

BAZNAS Muara Enim, bahwa Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Muara 

Enim juga menerima proposal permohonan bantuan dana untuk tambahan modal 

usaha dari mustahiq dan jumlah dana yang di salurkan bermacam-macam 

tergantung dari proposal yang diajukan oleh mustahiq.13  

Akan tetapi bahwa masih banyak permasalahan dalam pendayagunaan 

zakat produktif ini. Dari keterangan salah satu pegawai BAZNAS Muara Enim,  

bahwa pendayagunaan zakat produktif di Muara Enim belum terlalu banyak 

pengaruh dan perubahan dalam perekonomian mustahiq menjadi muzakki.14 

Dimana tujuan yang sebenarnya zakat produktif itu adalah berupaya merubah 

 
12 Restiana (Staf Penghimpunan dan Keuangan Hibah), Wawancara, Tanggal 31 Maret 

2021, Pukul 19:39 Wib. 
13 Ibid.,  
14 Amrina Rosyada, Wawancara, tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.39 WIB. 



 
 

   

mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).15 Lebih lanjut dia 

menyatakan bahwa belum maksimal penyaluran pendayagunaan zakat produktif 

di BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan ekonomi mustahiq. BAZNAS 

Muara Enim memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dan 

perlengkapan usaha seperti gerobak, mesin jahit, dan lain sebagainya dengan 

tujuan untuk membantu pengembangan usaha kecil yang belum berkembang.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MUARA ENIM 

DALAM ENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ” 

  

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak melenceng, lebih terarah dan lebih terfokus dalam 

pembahasan, maka penelitian ini dibatasi untuk menganalisis dan mengkaji 

pembahasan seputar Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Udang-undang 

No 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.  

C. Rumusan Masalah    

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa pertanyaan 

penelitian yang perlu dikaji yaitu: 

1. Bagaimana penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2011 ? 

 
15 Aab Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZNAS Kabupaten 

Sukabumi Jawa Barat, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 



 
 

   

2. Apakah pendayagunaan dana zakat produktif memberikan dampak pada 

peningkatan ekonomi mustahiq? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

terdapat tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui dampak dalam pendayagunaan dana zakat produktif pada 

peningkatan ekonomi mustahiq. 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis 

dan pembaca serta menjadi bahan acuan referensi dalam pengembangan teori 

dari peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sarat guna memperoleh gelar 

sarjana setrata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 

 

 



 
 

   

F. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan penelitian mengenai zakat produktif sudah sangat banyak,  

namun pembahasan secara khusus yang membahas masalah zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi mustahik berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 

2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat belum ada. Berikut beberapa bentuk 

penelitian skripsi yang ditemukan penulis untuk membedakan hasil penelitian 

terdahulu dengan yang sekarang antara lain: 

a. Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang 

Lebong” yang disusun oleh Doni Putra Jaya pada tahun 2020 yang meneliti 

tentang implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.16 Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  metode kualitatif dengan menggunakan 

analisis deskriptif.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat tiga poin penting. Pertama, 

prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. 

Dimana dari temuan penelitian bahwa zakat, infak, sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya yang dihimpun oleh BAZNAS disalurkan kepada orang-

orang yang berhak menerima sesusai ketentuan syariat islam. Kedua, prinsip 

keadilan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. BAZNAS 

Rejang Lebong merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 

 
16 Doni Putra Jaya, “Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan 

Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020).  



 
 

   

pengelolaan zakat yang diolah pemerintah kabupaten yang mengolah 

pendayagunaan zakat dengan adil dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 

pembagian zakat di rejang lebong, setiap periode pembagian bahwa delapan 

asnaf harus terpenuhi. Ketiga, perinsip kewilayahan dalam pendistribusian 

zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dari hasil temuan bahwa di Rejang Lebong 

terdapat 15 kecamatan yang ada dan semua kecamatan tersebut telah 

mendapatkan bantuan walaupun tidak merangkap delapan asnaf disetiap desa 

dari kecamatannya. 

b. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Mustahiq Terhadap Zakat 

Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang” yang disusun oleh Jaka 

Purnomo pada tahun 2019 tentang analisis pemahaman mustahiq terhadap 

zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.17 Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengunakan 

analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman mustahik yang 

menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengenai 

penyaluran dana zakat produktif dari pihak BAZNAS sudah cukup baik, 

mereka berpendapat bahwa penyaluran zakat produktif adalah bertujuan untuk 

membantu para mustahik melalui modal yang mereka terima.  

c. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kota 

Gajah Lampung Tengah)” yang disusun oleh Hendri Widia Astuti pada tahun 

 
17 Jaka Purnomo, “Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif di BAZNAS 

Kabupaten Kepahiang”, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019).  



 
 

   

2019 tentang analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha 

mikro mustahiq.18 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Pertama’ adanya bantuan zakat 

produktif yang diberikan Baitul Maal Assyafi’iyah mampu membantu 

mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk 

mengembangakan usaha yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq 

dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Kedua, mustahiq yang telah 

mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi muzakki, karena 

mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatan sedikit demi sedikit untuk 

ditabung yang akan digunakan untuk penambahan modal usaha sehingga 

diharapkan mampu untuk mengeluarkan dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS). 

d. Dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas 

Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh 

Miftakur Rohman pada tahun 2018 tentang pengelolaan zakat produktif di 

BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam perspektif Islam.19 Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian 

berbentuk normatif-empiris atau non doctrinal.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa BAZNAS Kabupaten 

Grobogan mendistribusikan zakat produktif melalui program bantuan Usaha 

Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Grodongberupa pemberian bantuan 

 
18 Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan 

Usaha Mikro Mustahik”. Skripsi (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019). 
19 Miftakur Rohman, “Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, 

2018). 



 
 

   

stimulan modal bagi UKM kurang optimal mengingat dalam hal pengawasan 

tidak adanya survey di lapangan dan tidak adanya pendamping bagi mustahiq 

yang menerima bantuan modal usaha. 

e. Dalam skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam 

Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak 

Ditinjau Dari Ekonomi Syariah” yang disusun oleh Siti Solehatna pada tahun 

2019 tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha 

mustahiq di BAZNAS Kabupaten Siak ditinjau dari ekonomi syariah.20  

Hasil dari penelitian tersebut adalah Pertama BAZNAS Kabupaten Siak 

memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq, yaitu dengan 

memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat 

produktif. Dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak 

melakukan perencanaan, pengorganisaisan, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Kedua  Faktor pendukung 

pendayagunaan dana zakat produktif yaitu prosedur untuk memperoleh dana 

zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dan Unit Pengumpul 

Zakat disetiap Kecamatan. Faktor penghambat dalam pendayagunaan dana 

zakat produktif, yaitu mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang 

diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang 

efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap para 

mustahiq penerima zakat produktif. Ketiga pendayagunaan dana zakat 

produktif dalam menngkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Siak 

 
20 Siti Solehatna, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha 

Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”. 

Skripsi (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019).   



 
 

   

jika ditinjau dari ekonomi syariah. Terdapat hal-hal yang sesuai dan yag tidak 

sesuai dengan ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, 

dan pelaksanaan sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Adapun yang tidak 

sesuai yaitu kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak 

terhadap dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq. 

Dalam penelitian terdahulu terdapat berbagai kesamaan dalam 

penelitian akan tetapi tidak ada yang mengkaji secara khusus terkait dengan 

implementasi pendayagunaan dana zakat produktif pada undang-undang nomor 

23 tahun 2011 pasal 27 ayat (1) dalam pengentasan kemiskinan pada Badan 

Amil zakat Nasional Muara Enim. Dengan memilih lokasi riset di Muara Enim, 

maka kajian yang dilakukan akan lebih spesifik dari penelitian sebelumnya. 

kajian ini penting mengingat kajian ini bisa menjadi referensi terkait dengan 

kajian dari  penelitian penulis yakni implementasi pendayagunaan dana zakat 

produktif pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam pengentasan 

kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan 

penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan 

data dari subjek pemberi informasi secara lengkap.21  

 
21 Sukarman Syarnubi, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, STAIN Curup: 

Lembaga Penerbitan dan Percetakan (LP2), (2011), h. 112. 



 
 

   

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif 

kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat yang diamati.22 sedangkan metode penelitian kualitatif, adalah suatu 

metode penelitian sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahai suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala 

sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan 

pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh 

partisipan kemudian di kumpukan, informasi tersebut biasanya berupa kata 

atau teks, dokumen, narasi dan lain-lain.23 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai 

pihak pelaksana pendayagunaan dan pensitribusian zakat. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan 

menjadi data premier dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai 

berikut:24 

 

 

 
22 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2001), h. 20. 
23 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),  h. 30. 
24 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999), h. 91. 



 
 

   

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung 

pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.25Yaitu ketua pelaksana, 

wakil ketua II sebagai pelaksana pendistribusian dan staf Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Muara Enim yang berjumlah 5 orang diantaranya, staf 

penghimpunan dan keuangan hibah, staf jemput zakat dan distribusi, staf 

kasir dan administrasi, bendahara dan operator samba serta staf administrasi 

dan umum. 

b. Data sekunder 

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan 

dan pengolaan data yang bersifat studi dokumentasi.26 Data sekunder 

diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan 

pendayagunaan dana zakat produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, 

makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan 

pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.27 Untuk mendapatkan data yang 

benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

 
25 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 24.  
26 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77.  
27  Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), h. 211. 



 
 

   

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung.28 Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang 

ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan 

topik yang dibahas.    

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang 

dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya 

ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang 

relevan dengan judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim serta dari berbagai sumber 

lainnya yang relevan dari penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis 

dara merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 

lain.29 Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan pengumpulan data. 

 

 
28 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2001), h. 55. 
29 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, UIN Antasari Banjarmasin, 17, no. 33 

(2018), h. 84. 



 
 

   

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan.30 Proses ini berlagsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.31 Bentuk penyajian data kaulitatif 

dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga 

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya 

sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Upaya penarikan kesimpulan dilalukan peneliti secara terus menerus 

selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola 

(dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan 

proposisi.32 Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap 

 
30 Ibid., h. 91.  
31 Ibid., h. 94.  
32 Ibid., h. 94. 



 
 

   

terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih 

rinci dan jelas. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penulis 

memberikan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan.  

Bab ini berisikan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Metode 

Penelitan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori.  

Bab ini berisikan, Implemetasi, Pendayagunaan zakat, Definisi Zakat, dan 

Undang-Undang Republik Indonesia NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat. 

BAB III Gambaran Umum BAZNAS Muara Enim.  

Bab ini berisikan, Objek Penelitian, Gambaran Umum BAZNAS, Sejarah 

Berdirinya BAZNAS, Struktur Organisasi BAZNAS, Visi dan Misi BAZNAS, 

Tugas-tugas Pimpinan dan Staf Baznas Muara Enim. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

Bab ini berisikan, Hasil dari Penelitian Pendayagunaan Dana Zakat 

Produktif Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Mustahiq pada BAZNAS Muara Enim. 

BAB V Penutup. 

Bab ini berisikan, Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah 

pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah 

suatu tindakan atau pelaksanaan yang terencana yang telah disusun secara erat dan 

rinci.33  

Implementasi merupakan proses untuk mewujudkan rumusan dan rencana 

menjadi suatu tindakan yang nyata, implementasi adalah proses untuk mencapai 

tujuan dan tindakan yang memerlukan jatingan pelaksanaan yang efektif.34 

Efektifitas implementasi ditentukan oleh kemampuan antara hubungan sebab 

akibat yang logis antara tindakan dan tujuan. Implementasi juga merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat, dan pemerintahan atau 

swasta yang berwenang dan diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah ada 

keputusan dari kebijakannya.35 

Jadi implementasi adalah pelaksanaan dari peraturan yang telah ada 

berdasarkan tindakan di lapangan oleh para pelaksananya. Proses pelaksanaan 

pada umumnya cenderung mengarah pada kegiatan yang bersifat langsung dan 

dikerjakan secara terencana.  

 
33 Doni Putra Jaya, “Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan 

Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020), h. 14. 
34 Yunanik, Implementasi Analisis Jabatan Dalam Rangka Menyiapkan Organisasi 

Akamigas Menuju “STEM” Akamigas”, Tesis (Program Studi Majester Manajemen, Universitas 

Diponegoro), h. 5.  
35 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) . 



 
 

   

B. Pendayagunaan  

Pendayagunaan berasal dari kata “Daya Guna” yang berarti kemampuan 

mendatangkan hasil dan manfaat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu 

mendatangkan hasil dan manfaat dan pengusahaan agar mampu menjalankan 

tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat 

kepada mustahiq dan mendorong mustahiq untuk memanfaatkan dana zakat yang 

diberikan agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian mustahiq.  

Pendayagunaan zakat juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat  

untuk didistribusikan kepada mustahiq sesusai pada aturan syariat, tepat guna, 

serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat 

produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.36 

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal (27), 

menjelaskan bahwa pendayagunaan yaitu:  

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. 

 
36 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional 

(Jakarta: Pustaka firdaus, 1992), 41.  



 
 

   

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Sosial 

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana 

zakat langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok 

mustahiq.37 Jenis ini dapat juga disebut dengan penyaluran dana zakat 

konsumtif, dana zakat yang disalurkan berupa uang atau kebutuhan pokok 

lainnya. 

2. Pengembangan Ekonomi 

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian 

modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, 

pengelolaannya dapat melibatkan mustahiq ataupun tidak. Penyaluran dana 

zakat ini diarahkan pada  usaha yang bersifat produktif, yang diharapkan 

hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.38 Dana zakat yang 

disalurkan tidak hanya berupa pemberian modal usaha saja, melainkan 

pemberian sarana prasarana sesuai jenis usaha yang dijalankan oleh mustahiq. 

Pendayagunaan zakat lebih menekankan aspek pemanfaatan untuk 

meningkatkan ekonomi mustahiq. Selama ini, dapat kita lihat bahwa penerima 

dana zakat tidak berubah bahkan malah bertambah. Diharapkan dengan adanya 

pendayagunaan dana zakat produktif dapat membantu meningkatkan kualitas 

 
37 Nedi Hendri dan Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, Jurnal Akuisisi, 11, no. 2 (2015), 

h. 69. 
38 Ibid., h. 69.  



 
 

   

ekonomi mustahiq, dan dapat mengubah mustaiq menjadi muzakki yang 

awalnya menerima dana zakat menjadi pemberi.  

C. Definisi Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejumlah 

harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan 

diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) 

menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.  

Zakat menurut bahasa berasal dari kata: Zakaa-yazkuu-zakaatan atau 

zakaa-yazkaa-zakaa’an yang berarti al-Numuwwu wa al-ziyadah wa al-

thaharah yaitu tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci.39 kata dasar zaka 

berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dapat dikatakan, tanaman itu zakat 

artinya tumbuh, sedangkan sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya 

bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka berarti 

bersih.40 

Zakat menurut istilah berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah diserahkan kepada ornag-orang yang berhak” disamping itu berarti 

“mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan 

dari harta kekayaan itu disebut zakat, karena harta yang dikeluarkan itu 

 
39 Rifanto Bin Ridwan, Asnaf Zakat Dalam Kontek Pemahaman Modern, STAIN Curup: 

Lembaga Penerbit Dan Prcetaka (LP2), h. 1.  
40 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 

Berdasarkan Qur’an dan Hadis, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, (2007),  h. 34-35.  



 
 

   

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari 

kebinasaan.41 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan zakat berarti, sejumlah harta 

tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). 

Sebagaimana Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:42 

يْهِمْ بهَِا وَصَل ِ عَلَيْهِمْْۗ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمْْۗ وَاٰللُّ  رُهُمْ وَتزَُك ِ   خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ

 سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Allah maha mendengar, 

maha mengetahui. (Q.s At-Taubah : 103) 

Zakat juga diwajibkan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW 

sebagai berikut:43 
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohhak bin 

Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari 

Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas ra bahwa ketika nabi SAW mengutus Mu’adz ra 

ke negeri Yaman, Beliau berkata: Ajaklah mereka kepada syahadah tidak ada 

tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan 

Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah 

 
41 Ibid., h. 34-35. 
42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.s At-Taubah : 103,  Al-Jumanatul Ali-

ART, (2011). 
43 M. Nuruddin, Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan 

Ekonomi Pada Era Modern, Jurnal Zakat dan Wakaf 1, no. 2 (2014), h. 297.  



 
 

   

mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka 

telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas 

mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka 

dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. 

2. Tujuan dan Fungsi Zakat 

a. Bagi Muzakki 

1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat  kikir 

2) Zakat mendidik berinfak dan memberi 

3) Berakhlak sebagaimana akhlak Allah yang bersifat pemberi dan 

penyayang kepada hambanya. 

4) Zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh 

allah SWT. 

5) Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia. 

6) Zakat mengembangkan kekayaan batin. 

7) Zakat menarik rasa zimpati dan cinta. 

8) Zakat sebagai pensuci harta. 

9) Zakat tidak mensucikan harta yang haram. 

10) Zakat dapat mengembangkan harta.44 

b. Bagi Mustahiq 

1) Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan. 

2) Zakat menghilangkan dari sifat dengki dan benci.45 

3) Zakat dapat menimbulkan rasa kepercayaan diri bagi si penerima. 

4) Zakat dapat membantu mengembangkan usaha mustahiq. 
 

44 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 

Berdasarkan Qur’an dan Hadis, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, (2007), h.  848-865. 
45 Ibid., h. 867-873. 



 
 

   

c. Bagi Kehidupan Masyarakat 

1) Zakat dan tanggung jawab social 

Zakat sebagai tanggung jawab sosial, dalam hal ini seperti 

menolong orang yang mempunyai kebutuhan, fakir miskin, orang yang 

berhutang, ibnu sabil. Dengan adanya rasa tolong-menolong ini akan 

dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat.46 

2) Zakat dan Segi Ekonominya 

Zakat dari segi ekonomi akan merasang pemilik harta kepada amal 

perbuatan dan agar harta itu tidak menumpuk, menahan dari peredaran 

serta harta tersebut tetap beredar dan berkembang.47 

3) Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat 

Zakat mempunya sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak 

dan kepribadian yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat 

Islam,48 serta dibangun kesadaran bahwa sebagai makhluk sosial harus 

peduli terhadap sesama. 

3. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Islam sudah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat secara 

jelas berdasarkan firman Allah dalam Al-Qura’an:49 

قَابِ  دقَٰتُ لِلْفقُرََاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُْبهُُمْ وَفِى الر ِ  اِنَّمَا الصَّ

نَ اٰللِّ ْۗوَاٰللُّ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  وَالْغَارِمِيْ  ٦٠–نَ وَفِيْ سَبِيْلِ اٰللِّ وَابْنِ السَّبِيْلِْۗ فرَِيْضَةً مِ   

 
46 Ibid., h. 877-878. 
47 Ibid., h. 879-882. 
48 Ibid., h. 882. 
49 Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.s At-Taubah : 60,  Al-Jumanatul Ali-ART, 

(2011).   



 
 

   

Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilinakkan hatinya (muallaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) ornag yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, 

mahabijaksana.(Q.s At-Taubah : 60) 

 

a. Orang Fakir 

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu 

lagi untuk bekerja dan mencari nafkah karena faktor usia atau telah usia 

lanjut. 

b. Orang Miskin 

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, namun ia 

mampu untuk bekerja mencari nafkah, hanya saja penghasilannya dalam 

bekerja tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya. 

c. Amil  

Amil adalah orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk bertugas 

mengumpulkan, membagikan dan memberdayakan zakat. 

d. Muallaf  

Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya untuk secara ikhlas 

memeluk agama Islam, atau orang non muslim yang berpindah agama dan 

masuk ke agama Islam. 

e. Riqab  

Riqab secara arti kata, berarti perbudakan. Riqab disini adalah untuk 

memerdekakan budak. 

 



 
 

   

f. Gharimin  

Gharimin adalah orang yang diliit utang dan tidak dapat melunasi 

hutang tersebut.  

g. Sabilillah  

Secara arti kata sabilillah adalah “Jalan Allah”. Bila dihubungkan 

dengan lafaz fi yang didahuluinya maka mengandung arti untuk keperluan 

menegakkan agama Allah (Jihad). 

h. Ibnu Sabil 

Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti “Anak Jalanan”. 

Maksudnya disini adalah orang-orang yang dalam diperjalanan bukan untuk 

maksiat, dan dalam perjalanna itu mereka kehabisan biaya/bekal sehingga 

tidak mampu melanjutkan perjalan kecuali mendapatkan bantuan dari orang 

lain.50 

4. Zakat Produktif 

Zakat tidak hanya bersifat konsumtif atau hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sesaat saja yang sudah dikonsumsi maka harta tersebut habis. 

Jauh dari itu zakat juga harus bisa membantu mustahiq untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya agar dikemudian hari diharapkan dapat menjadi muzakki 

atau pemberi zakat, dengan cara mendistribusikan zakat yang bersifat 

produktif.  

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola atau didistribusikan dengan 

cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada 

 
50 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2003), h. 48-51. 



 
 

   

fakir dan miskin sebagai penerima zakat kemudian dikembangkan untuk 

memenuhi kehidupan mereka dimasa yang akan datang.51 Selain pemberian 

modal usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memberikan alat-

alat untuk membantu usaha tersebut, sesuai jenis usaha yang dijalankan oleh 

mustahiq. 

Zakat produktif bukan mendistribusikan zakat kepada orang yang baru 

akan merintis usaha, melainkan orang-orang yang sudah memiliki usaha akan 

tetapi mereka tidak cukup modal atau terkendala sarana dan prasarana sehingga 

usaha mereka menjadi terhambat dan tidak berkembang. 

Tentunya agar usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar dan 

berkembang maka harus ada perencanaan, pembinaan, dan pengawasan khusus 

dari pihak BAZNAS itu sendiri. Tujuan diharuskan adanya pengawasan dalam 

usaha produktif ini supaya masyarakat yang dibantu usahanya dapat terarah 

sehingga usaha tersebut tidak mengalami kemunduran. 

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat, mengatur tentang pengelolaan zakat, kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  

1. Ketentuan Umum  

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

 
51 Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengentasan Kemsikinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3, no. 1 (2017): h. 42. 



 
 

   

a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat. 

b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

syariat Islam. 

c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar 

zakat untuk kemaslahatan umum. 

d. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau 

badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 

e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban 

menunaikan zakat. 

f. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. 

g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah 

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingakat LAZ adalah lembaga 

yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan 

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan 

zakat. 

j. Setiap orang adalah setiap perseorangan atau badan hokum. 



 
 

   

k. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk 

biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.  

l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah 

dibidang agama. 

Pasal 2 

Pengelolaan zakat berasaskan: 

a. Syariat Islam 

b. Amanah  

c. Kemanfaatan  

d. Keadilan 

e. Kepastian Hukum 

f. Terintegras 

g. Akuntabilitas  

Pasal 3 

Pengelolaan zakat bertujuan: 

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaaan zakat. 

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan.52 

2. Badan Amil Zakat Nasional 

Pasal 5 

a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. 

 
52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 5-6. 



 
 

   

b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota 

Negara. 

c. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri. 

Pasal 6 

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional. 

Pasal 7 

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), 

BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.  

b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama 

dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturab perundang-

undangan. 

c. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada 

Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.53 

Pasal 15 

 
53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 7-8. 



 
 

   

a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS 

Kabupaten/Kota. 

b. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah 

mendapat pertimbangan BAZNAS. 

c. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan 

BAZNAS. 

d. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan 

BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.  

e. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan 

fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.54 

3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendyagunaan dan Pelaporan 

Pasal 21 

a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri 

atas kewajiban zakatnya. 

b. Dalam hal tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya, muzaki meminta 

bantuan BAZNAS. 

 

  

 
54 Ibid., h. 11.   



 
 

   

Pasal  24 

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Pemerintah. 

Pasal 25 

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. 

Pasal 26 

Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan dan kewilayahan.  

Pasal 27 

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

menteri.55 

 

 

 

 

 

 
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, (2016), h. 14. 



 
 

   

BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Keadaan Umum BAZNAS Muara Enim 

Salah satu aspek yang potensial dan sangat penting untuk meningkatkan 

ekonomi umat, serta membuat keharmonisan hubungan antar masyarakat, agar 

tujuan zakat itu tecapai maka harus dikelola secara propesional dan menerapkan 

prinsif manajemen yang baik sesuai yang diajarkan rasulullah SAW. Untuk itu 

pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 38 tahun 

1999 tentang pengelolaaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian dalam 

pendayagunaan zakat.  

Secara umum dibentuknya badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil 

zakat (LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, untuk meningkatkan fungsi dan 

peranan keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi 

masyarakat, meningkatkan pendayagunaan zakat. Di harapkan dengan 

dibentuknya badan amil zakat atau lembaga amil zakat mampu secara optimal 

melaksanaakan pendayagunaan zakat dengan baik. 

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim bertempat di Jln. 

Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic Center Lt. II) Kab. 

Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut sangat strategis karena berdekata 

dengan lingkungan komplek perkantoran pemerintah daerah. Lokasi ini dipilih 

dan dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:  



 
 

   

a. Terletak di Kawasan/Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Muara Enim. 

b. Terletak berdekatan dengan Masjid Islamic Center Muara Enim. 

Dengan hal tersebut, BAZNAS Muara Enim memilih lokasi yang 

memudahkan masyarakat apabila ingin membayar zakat. Di harapkan dengan 

lokasi yang strategis, BAZNAS muara enim mampu memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membutuhkan(delapan 

asnaf). 

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim 

Sejak dikeluarkannya pengesahaan Undang-Undang tentang Pengelolaan 

zakat pada masa Pemerintahan Bj. Habibie pada tanggal 23 September 1999, 

Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia, Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat  dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar 

hukum proses berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai 

tingkat Kecamatan. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan di 

perbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 

diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi, yang memiliki 



 
 

   

tanggung jawab dan dapat meningkatkan dan menumbuh kembagkan 

pendayagunaan zakat. Dengan adanyan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena akan 

memiliki manajemen yang tersetruktur, dan akan memiliki program-program yang 

tentunya akan membantu para muzakki menyalurkan hartanya dengan tepat 

sasaran sesuai dengan keadaan mustahiq.  

Sejarah awal berdirinya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Muara Enim, pada tahun 2001 dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2003. Kantor 

awal BAZNAS Muara Enim terletak di Jln. Letnan M.A. KIP Kel. Pasar II Muara 

Enim sekarang menjadi Kantor KPU. Selanjutnya Kantor BAZNAS Muara Enim 

pindah ke Jln. Kemayoran Komplek Masjid Agung Muara Enim. Dan terakhir 

pindah ke Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic 

Center Lt. II) berdekatan dengan komplek perkantoran pemerintahan daerah 

Muara Enim sampai saat ini. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim telah empat (4) kali 

pergantian ketua: 

1. H. Nurdin Masyir, B.A. Dengan masa jabatan 10 tahun dari tahun 2001 sampai 

2010. 

2. H. Khairrahman Yusuf, SE. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2010 

sampai 2015. 



 
 

   

3. H. Syachril, SH, M.SI, M.Hi. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2015 

sampai 2020.56 

4. Drs. H. Fajeri Erham, MM. yang baru dilantik oleh bupati Muara Enim  

Pada tahun 2021 ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim 

di bawah kepemimpinan yang baru Bapak Drs. H. Fajeri Erham, MM. Terus 

berupaya untuk menggiatkan masyarakat supaya membayar zakat melalui 

BAZNAS Muara Enim  dengan mengadakan sosialisasi keberbagai instansi. 

C. Visi dan Misi BAZNAS Muara Enim 

1. Visi BAZNAS Muara Enim 

“Terciptanya proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang 

Amanah Profesional, Transfaran dan Akuntabel sesuai dengan tuntunan Agama 

Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. 

2. Misi BAZNAS Muara Enim 

a. Mengoptimalkan peran Unit pengumpul Zakat (UPZ) dan mitra BAZNAS 

untuk peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 

b. Memaksimalkan sosialisasi tentang kewajiban bezakat kepada umat islam 

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam 

pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat, Infaq dan 

Shadaqah (ZIS) 

d. Membangun lembaga pengelola zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) yang 

profesional dan jujur sesuai ketentuan agama islam 

 
56 Yusilawati (Staf Pelayanan dan Simba), Wawancara, Tanggal 03 September 2020, 

Pukul 15:25. 



 
 

   

e. Menjalin koordinasi dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan 

lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shadaqah 

f. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para musthahik, dan memberdayakan 

dalam bidang usaha agar kedepannya menjadi muzakki atau paling tidak 

menjadi munfiq (gemar berinfaq), dan taat beribadah kepada Allah SWT 

dan berbuat baik kepada sesama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

D. Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim 

                    Gambar III.1 

Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim Periode 2020-2025 
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1. Susunan Pimpinan 

a. Ketua    : Drs. H. Fajeri Erham, MM 

b. Wakil Ketua I   : H. Syachril, S.H,M.Si, M.H.I 

c. Wakil Ketua II   : Drs. Syarifuddin 

d. Wakil Ketua III   : H.Imron Yadad, S,I.Kom 

e. Wakil Ketua IV   : H. Zulkarnain,S.Kom 

2. Susunan Pelaksana 

a. Kabid Penghimpunan   : Miftahul Achyar, S.Pd.I, M.Pd 

b. Staf Penghimpun & Keuangan Hibah  : Restiana, A,Md.Kom 

c. Bendahara dan Simba   : Amrina Rosyada, S.E 

d. Pelayanan & Simba   : Yusilawati  

e. Staf Jemput Zakat & Distribusi  : Dedi Susanto, S.Pd.I 

f. Kasir & Administrasi   : Putri Sabilillah 

g. Staf Administrasi dan Umum  : Larasanti Eka Putri, S.A.B 

h. Stab LAB & Pendistribusian  : Febriansyah, S.H 

Tugas Pimpinan dan Staf BAZNAS Muara Enim 

1. Ketua  

a. Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Muara Enim secara keseluruhan 

b. Menjalankan fungsi satuan audit internal (SAI) 

2. Wakil Ketua I  

a. Penyusunan rencana strategis pengumpulan ZIS 

b. Pengelolaan dan pengembangan data muzakki 

c. Pengendalian pengumpulan zakat 



 
 

   

d. Evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat 

3. Wakil Ketua II 

a. Penyusunan rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

b. Pengelolaan dan pengendalian program pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat 

c. Koordinasi pelakasana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

d. Evaluasi tugas perencanaan, pelaporan dan keuangan 

4. Wakil Ketua III  

a. Penyusunan strategi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan 

b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan pelaporan 

c. Koordinasi perencanaan, pelaporan dan keuangan 

d. Evaluasi tuga perencanaan, pelaporan dan keuangan 

5. Wakil Ketua IV  

a. Penyusunan strategi bidang administrasi, pelayanan dan SDM 

b. Pengendalian administrasi umum dan pelayanan  

c. Pembinaan kinerja amil 

d. Evaluasi tugas amil 

6. Kepala Pelaksana 

a. Mengkoordinasi pembagian tugas staf amil BAZNAS 

b. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BAZNAS 

c. Mengkoordir program layanan aktif baznas (LAB) 

d. Memproses realisasi proposal masuk ke BAZNAS 

e. Menjalin sinergi dengan steakholder 



 
 

   

7. Sekretaris 

a. Bertanggung jawab atas tugas administrasi umum 

b. Membuat agenda pimpinan BAZNAS 

c. Mengatur absensi harian staf 

d. Melakukan tugas pelayanan SIMBA 

e. Melakukan inventarisasi sarana prasarana milik BAZNAS 

8. Bidang Penghimpunan 

a. Betanggungjawab atas tugas penghimpunan 

b. Menjalankan program penghimpunan 

c. Mengkoordinir unit pengumpulan zakat (UPZ) 

d. Mengelola data muzaki dan administrasi penghimpunan 

e. Membantu waka i bidang penghimpunan 

9. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

a. Menjalankan program pendistribusian zakat rutin 

b. Menjalankan tuga jemput zakat 

c. Melakukan tugas administrasi pendistribusian 

d. Menjalankan program pendayagunaan zakat 

e. Membantu Waka II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan 

10. Bidang Perencanaan Dan Keuangan 

a. Membuat perencanaan keuangan (RKAT) 

b. Mengelola adminsitrasi keuangan zakat dan SIMBA 

c. Menginput data muzakki/munfik 

d. Menjalankan tugas bendahara zakat dan infak 



 
 

   

e. Membantu Waka III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan 

11. Bendahara 

a. Menjalankan tugas administrasi keuangan 

b. Mencatat pembukuan laporan keuangan 

c. Menyampaikan laporan keuangan secara berskala 

d. Koordinasi dengan bidang keuangan dan SIMBA 

e. Bertanggungjawab kepada Waka III bidang keuangan 

12. Bidang Pelaporan 

a. Menginput data operasional 

b. Membuat laporan bulana operasional 

c. Menginput gaji pimpinan dan staf 

d. Menginput data pendistribusian SIMBA 

e. Membuat laporan secara triwulan berkala 

13. Bidang Administrasi Umum 

a. Membuat surat menyurat 

b. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

c. Menerima proposal sesuai SOP 

d. Membuat SPPD 

e. Membantu Waka IV bidang Administrasi Umum 

14. Bidang Adminstrasi Pelayanan 

a. Menjalankan tugas Layanan Aktif Baznas (LAB) 

b. Mengantarkan laporan dan surat menyurat 

c. Membuat design dan video publikasi 



 
 

   

d. Melaksanakan tugas pelayanan muzaki dan mustahik 

e. Mendampingi pimpinan dalam menjalankan tugas Dinas Luar 

f. Membantu tugas Pendistribusian Waka II 

E. Landasan Hukum dan tujuan Baznas Muara Enim 

1. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat 

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS 

d. Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 03 tahun 2014 tentang 

organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kabupaten/Kota 

f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 4 tahun 2014 

tentang pedoman penyusunan dan anggaran tahun Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten/Kota 

g. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014 



 
 

   

h. Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 717/KPTS/II/2015 tentang 

penunjukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim 

Periode 2015 – 2020 

2. Tujuan 

a. Mengoptimalkan kerja BAZNAS Kabupaten Muara Enim  

b. Perluasan program kerja dalam  upaya meningkatkan dana zakat, infaq dan 

shadaqah BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

c. Meningkatnya daya dan hasil guna pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 

d. Meningkatnya partisipasi umat Islam dalam menunaikan zakat di BAZNAS 

Kabupaten Muara Enim dan mendukung visi misi Muara Enim SMAS 

(Sehat, Mandiri, Agamis & Sejahtera). 

F. Program Kerja Baznas Muara Enim 

Program kerja BAZNAS Muara Enim terhimpun dari empat bidang 

diantaranya bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, 

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bidang administrasi dan 

umum. 

1. Bidang Penghimpunan 

a. Sasaran :  

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

keajiban zakat dan mau menyalurkan zakat, infaq dan shdaqahnya melalui 

BAZNAS Kabupaten Muara Enim. 

 



 
 

   

b. Indikator : 

1) Meningkatnya nominal dana zakat, infaq dan shadaqah 

2) Peran dan optimalnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) 

3) Bertambahnya jumlah Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq  

c. Kebijakan : 

1) Mengoptimalkan sosialisasi dan informasi  

2) Meningkatkan mutu layanan  

3) Kampaye sadar zakat 

d. Program : 

1. Penataan Counter Layanan 

Sejak dilantik sebagai pimpinan BAZNAS periode 2015-2020 

tanggal 9 September 2015 yang lalu, prioritas utama pimpinan adalah 

penataan counter layanan muzaki yang ditata layaknya ruang pelayanan, 

sehingga para muzaki terasa nyaman dalam bertransaksi dan juga 

ditempatkan tenaga khusus dibidang pelayanan. 

2. Memaksimalkan peran UPZ Kecamatan, SKPD, BUMN, BUMS, Masjid 

dan Sekolah secara bertahap dan kontinyu. Pimpinan BAZNAS telah 

membentuk dan melantik pengurus UPZ 20 kecamatan yang sudah  

terbentuk dalam bulan Desember 2015 – Januari 2016. Selain itu 

pimpinan BAZNAS telah meminta bantuan kepada Bupati Muara Enim 

untuk menerbitkan surat himbauan pembentukan UPZ di SKPD, BMUN, 

BUMS dan lembaga-lembaga dengan mengacu kepada KEPRES Nomor 

3 Tahun 2014 tentang pembentukan UPZ . 



 
 

   

3. Jemput Zakat 

Selama ini telah diterapkan pola jemput zakat dan hasilnya juga 

cukup besar, untuk itu pola jemput zakat ini akan terus ditingkatkan dan 

kedepan akan memaksimalkan penjemputan zakat ini dengan mengrekrut 

relawan baznas dan duta baznas dari pelajar.  

4. Kotak Donasi 

BAZNAS Muara Enim kembali akan memaksimalkan dan menata 

kembali teknis penyebaran kotak amal/donasi yang Insya Allah didesign 

sebaik mungkin sehingga kotak donasi tersebut enak dilihat dan akan 

dilengkapi dengan bulletin bulanan atau brosur BAZNAS. 

5. Sosialiasasi 

Pimpinan BAZNAS saat ini lebih focus sosialisasi ke masyarakat 

tentang kewajiban membayara zakat, dan berdasarkan pengalaman dalam 

interaksi saat tanya jawab nampak bahwa keinginan umat Islam untuk 

membayar zakat itu besar, namun karena ketidak tahuan selama ini 

akhirnya banyak yang belum menunaikan zakatnya terutama yang belum 

dipahami adalah zakat penghasilan atau zakat perniagaan. Melalui 

sosialiasasi dengan fola ceramah serta penyebaran bulletin bulanan dan 

brosur, setidaknya membuka wawasan dan pengetahuan umat Islam 

tentang zakat dan akan menunaikan zakatnya di BAZNAS melalui UPZ 

Kecamatan yang telah dibentuk. 

 

  



 
 

   

6. Pintar (Program Insan Tanggap Darurat) 

Program Insan Tanggap daruRurat adalah program yang akan 

diajukan kepada CSR BUMN/BUMS, Pemerintah dan donatur yang 

dikemas khusus melalui dana zakat atau infaq yang dikhususkan untuk 

program tanggap darurat bencana seperti kebanjiran, kebakaran, tanah 

longsor, angin putin beliung dan bencana lainnya. 

7. Sahabat (Santunan Dhuafa Hibah Terencana) 

Santunan dhuafa hibah Terancana ini adalah sebuah program 

penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara khusus dan terncana 

untuk diberikan kepada para kaum dhuafa dengan system hibah langsung 

maupun hibah tidak langsung (perberdayaan bantua usaha berkala) dan 

alokasi dana juga merupakan bagian dari zakat dan infaq dengan sasaran 

adalah para mustahiq fakir miskin. Dan pada bulan Oktober 2016 telah 

diberikan bantuan modal usaha kepada 10 pedagang kecil dengan 

dilakukan pembinaan secara berkala melalui dana zakat YONIF 141 

AYJP. 

8. Serasan (Sedekah Seribu Al-Qur’an) 

Program penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara 

khusus kepada para donatur dengan fokus wakaf 1000 (seribu) Al-Qur’an 

yang akan diberikan kepada para anak yatim, keluarga miskin, santri dan 

siswa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Program ini 

telah berjalan dan telah terkumpul 1000 (seribu)Al-Qur’an. 

Pendistribusiannya di awali di kecamatan Muara Enim saat Lounching 



 
 

   

1000 (seribu) Al-Qur’an pada peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 

Muharram 1437 H. 

9. Prioritas (Program Infaq Komunitas) 

Program Infaq Komunitas merupakan sebuah program 

penghimpunan yang dibuat untuk sasaran kelompok, group atau 

komuitas. Program ini nantinya dikelola oleh sebuah kelompok non UPZ 

dan hasilnya tetap diserahkan ke BAZNAS Muara Enim. Tujuan program 

ini adalah upaya pengumpulan dana infaq yang dikumpulkan oleh 

kelompok masyarakat yang peduli terhadap masyarakat dengan tidak 

melihat latar belakang pendidikan dan organisasi. 

2. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan 

a. Sasaran : 

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini adalah pendistribusian 

yang tepat, cepat, berkeadilan, jelas sasarannya dan dapat dipertanggung 

jawabkan dunia akhirat. Pedoman penyaluran zakat adalah Al-Qur’an surat 

At Taubah ayat 60. 

b. Indikator : 

1) Pendistribusian bersifat bantuan langsung kepada mustahiq 

2) Bantuan dalam modal usaha berkelanjutan  

3) Terbentuknya muzakki baru melalui program pendayagunaan 

 

 



 
 

   

c. Kebijakan : 

1) Menyusun strategi distribusi melalui peta data mustahik   

2) Mengembangkan sumber daya mustahiq melalui program pemberdayaan 

3) Melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan data mustahiq 

4) Menyusun laporan dan pendistribusian & pendayagunaan mustahik 

d. Program : 

1) Muara Enim Makmur 

a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan  

b. Baitul Qiradh yaitu dana bergulir dan bantuan modal usaha 

2) Muara Enim Cerdas 

a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan  

b. Rumah Cerdas malalui bantuan beasiswa permanen 

c. Counter Layanan Mustahiq adalah bantuan beasiswa temporer 

3) Muara Enim Sehat 

a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan  

b. Rumah Sehat melalui program bantuan gizi keluarga miskin 

c. Counter Layanan Mustahiq dengan cara memberikan bantuan biaya 

berobat atau fasilitas akomadasi berobat keluarga tidak mampu 

4) Muara Enim Taqwa 

a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan  

b. Memakmurkan Masjid dengan memberikan bantuan takmir masjid 

c. Counter Layanan Mustahiq dengan bantuan kegiatan keagamaan dan 

pembinaan bagi penghafal Al-qur’an dari keluarga tidak mampu 



 
 

   

5) Muara Enim Peduli 

a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan  

b. Counter Layanan Mustahiq melalui bantuan biaya hidup, bantuan 

pelunasan hutang, biaya transportasi, biaya sewa rumah dan bedah 

rumah kaum dhuafa 

c. Tanggap Darurat Bencana dengan bantuan bencana nasional maupun 

bencana daerah 

3. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 

a. Sasaran : 

Terwujudnya sebuah perencanaan yang jelas, terstruktur dan 

tersusun sehingga dalam menjalankan program, administrasi dan pelaporan 

tidak keluar dari kerangka program yang telah dibuat oleh forum pimpinan 

BAZNAS 

b. Indikator : 

1) Jelas perencanaan 

2) Mudah untuk dilaksanakan 

c. Kebijakan : 

1) Membuat rancangan sosialisasi dan informasi perkembangan BAZNAS 

Kabupaten Muara Enim   

2) Pengembangan organisasi melalui mitra dan UPZ 

3) Merancang Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 

4) Menyusun laporan keuangan pengelolaan dana ZIS secara akuntabel dan 

komprehensif 



 
 

   

d. Program : 

1) Penyusunan Rencana strategis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 

a. Mengadakan pelatihan internal kepada pengurus UPZ 

b. Menyelenggarakan Rapat Kerja BAZNAS daerah 

c. Kajian Rutin dan sosiliasasi tentang zakat 

d. Merancang kegiatan Study banding   

e. Membuat peta mustahiq dan muzaki 

f. Melakukan program promosi dan sosialisasi melalui spanduk, bulletin, 

brosur, banner, iklan di koran dan lain-lain 

2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan 

zakat 

4) Melakukan pengelolaan keuangan dengan pengembangan aplikasi 

SIMBA 

5) Pengembangan informasi di media cetak, elektronik maupun media 

social 

6) Memnyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 

BAZNAS 

7) Membuat laporan keuangan secara rutin 

8) Menyiapkan laporan keuangan untuk dipublikasikan ke masyarakat 

 

 



 
 

   

4. Bidang Administrasi dan Umum 

a. Sasaran : 

Terwujudnya sebuah pengelolaan adminstrasi manajemen yang baik 

yang terintgrasi dengan pengelolaan dibidang pengumpulan, pendistribusian 

dan keuangan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim.  

b. Indikator : 

1) Sekretariat yang bersih, nyaman dan representative 

2) Tenaga pelaksana yang terampil, rapi, ramah, sopan dan cepat tanggap 

3) Penataan pengelolaan administrasi mudah, tepat dan terpadu 

4) Pusat administrasi surat menyurat di BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

c. Kebijakan : 

1) Penataan ruangan yang ideal  

2) Pengendalian dan pusat arsif surat menyurat serta inventaris kantor 

3) Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang secretariat 

d. Program : 

1) Perencanaan Adiministrasi dan pembukuan tahunan 

2) Menyusun perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

3) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

4) Melakukan rekrutmen Tenaga Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim 

5) Membuat laporan barang inventaris, pemiliharaan kantor dan 

pengendalian asset 

6) Membuat rekomendasi UPZ dan LAZ di wilayah Kabupaten Muara Enim 

 



 
 

   

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 

Pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendatangkan 

hasil dan manfaat dan pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan 

baik. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada 

mustahiq dan mendorong mustahiq untuk memanfaatkan dana zakat yang 

diberikan agar mampu mengembangkan usaha usaha yang dimiliki sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian mereka. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara bebas 

terpimpin dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga 

penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut: 

a. Tahapan dalam menyalurkan bantuan zakat produktif 

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahiq agar 

dana zakat produktif tersebut dapat berkembang. Di BAZNAS Muara Enim 

zakat produktif dibentuk melalui program Muara Enim Makmur. Program 

Muara Enim Makmur menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif yaitu 

membantu para mustahiq yang kekurangan dana dalam usahanya agara usaha 

tersebut berkembang. Dalam prosedurnya BAZNAS Muara Enim memberikan 



 
 

   

bantuan berupa uang dan peralatan, sesuai dengan kebutuhan para mustahiq 

yang mengajukan bantuan.   

Proses penerapan pendayagunaan zakat produktif harus sesusai dengan 

arti dari pendayagunaan itu sendiri yaitu harus mendatangkan hasil dan 

manfaat terhadap mustahiq yang dibantu. Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Muara Enim dalam proses penerapan pendayagunaan dana zakat 

produktif, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyalurkan dana zakat 

produktif kepada mustahiq.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Syarifuddin selaku wakil ketua II bidang Pendistribusian di Badan Amil Zakat 

nasional (BAZNAS) Muara Enim. Adapun tahapan-tahapan dalam 

menyalurkan bantuan zakat produktif sebagai berikut:57  

“Jadi pertama mustahiq mengajukan proposal dari proposal yang masuk 

ini berbeda-beda maksud dan keinginan masing-masing mustahiq tetapi 

yang dipilih adalah untuk usaha produktif atau untuk berwirausaha 

misalnya ada usaha bakso, ada usaha gorengan, ada untuk usaha ternak, 

ada usaha kue bolu, sesusai dengan usaha mustahiq yang bersangkutan 

yang mengajukan proposal. Jadi setelah proposal masuk terus kita 

pelajari dan dirapat pimpinan untuk menentukan siapa yang berhak 

menerima bantuan dana zakat produktif dan besarnya bantuan yang 

diberikan”. 

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

mustahiq yang ingin menerima bantuan dana zakat produktif harus mengajukan 

proposal terlebih dahulu kepihak BAZNAS, setelah mengajukan proposal 

selanjutnya para pengurus BAZNAS memeriksa proposal yang diajukan. 

 
57 Syarifuddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.  



 
 

   

Setelah itu pengurus BAZNAS melakukan rapat dengan pimpinan untuk 

menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan zakat produktif sekaligus 

besaran dana yang diberikan.  

b. Bentuk penyaluran zakat produktif 

Dalam menyalurkan zakat produktif, ada beberapa bentuk dalam yang 

diberikan oleh BAZNAS Muara Enim kepada mustahiq. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan   Bapak Dedi Susanto selakustaf penghimpunan 

dan pendistribusian.58 

“Itu usaha yang dibantu oleh BAZNAS sesusai dengan proposal yang 

diajukan misalkan kebutuhannya apa nantinya, seandainya dia 

pedagang gorengan atau yang lain kan, seperti pedagang bakso atau dan 

lain sebagianya jadi kebutuhanya apa seandainya pedagang gorengan 

itu butuhnya apa? Butuhnya etalase (lemari) atau gerobak, jadi kalau 

seandainya butuh gerobak nanti kita berikan. Tapi itu (mustahiq) layak 

dibantu atau tidak (uji kelayakannya) kalau sudah memang layak 

dibantu ya kita bantu sesuai dengan kebutuhan nanti kita berikan, 

seandainya butuh gerobak, butuh etalase nanti kita berikan. Terus ada 

juga berbentuk uang itu juga tergantung dari proposal yang diajukan 

oleh mustahiq butuhnya berapa”.   

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk 

penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muara Enim, sesuai 

dengan proposal yang diajukan oleh mustahiq apakah itu berbentuk peralatan 

untuk usaha atau dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang BAZNAS 

Muara Enim hanya memberikan untuk penambahan modal bukan semua 

bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS berbentuk uang melaikan 

sudah ditetapkan oleh BAZNAS akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan 

 
58 Dedi Susanto (Staf Penghimpunan dan Pendistribusian), Wawancara, Tanggal 4 

Agustus 2021, Pukul 9.43 Wib.  



 
 

   

dan usaha yang dimiliki oleh mustahiq, apakah itu berupa peralatan usaha 

seperti gerobak, etalase, mesin jahit dan sebagainya. 

c. Jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahid dalam program 

zakat produktif 

Dalam penyaluran dana zakat produktif, jumlah dana zakat yang 

disalurkan oleh BAZNAS kepada mustahiq yang menerima bantuan, adalah 

sesuai dengan proposal yang diajukan oleh mustahiq. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan dengan Staf penghimpuna dan keuangan hibah.59  

“Mustahiq yang dibantu sekitar lima juta, lima juta itu tidak semuaya 

berbentu uang, tetepi mencakupi peralatan usaha (gerobak, alat-alat 

usaha) dan modal usaha jadi kayak gitu, Intinya perorang itu dibantu 

maksimalnya lima juta. Bagi mustahiq yang mengajukan proposal 

mereka dibantu sesuai proposal yang mereka ajukan kalau mereka ingin 

bantuan modal usaha mereka dibantu ada yang satu juta ada yang dua 

juta kalau ada yang minta peralatan usaha (gerobak) ya kita buatkan 

gerobak”. 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS 

Muara Enim menyediakan bantuan modal usaha maksimal lima juta rupiah 

untuk satu pelaku usaha, dana lima juta itu mencakup peralatan usaha seperti 

gerobak dan modal usaha , dana zakat produktif tidak dibagian secara 

keseluruhan melainkan BAZNAS sendiri yang membelikan peralatan dan 

memberikan sebagian bantuan berupa modal usaha atau dalam bentuk uang. 

Bagi mustahiq yang ingin mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Muara 

Enim harus mengajukan proposal terlebih dahulu dari proposal tersebut pihak 

 
59Restiana (Staf Penghimpunan dan Keuangan Hibah), Wawancara, Tanggal, 4 agustus 

2021, Pukul 10.23 wib. 



 
 

   

BAZNAS bisa menetukan akan memberikan bantuan berupa modal usaha atau 

peralatan usaha dan besaran dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS.  

Jadi BAZNAS Muara Enim memberikan bantuan berupa peralatan 

usaha atau modal usaha itu berdasarkan proposal yang diajukan oleh mustahiq. 

Baik itu jumlah dana yang diberikan maupun peralatan apa yang dibutuhkan 

oleh mustahiq, seperti gerobak, mesin jahid dan sebagainya. 

d. Mustahiq yang berhak menerima bantuan zakat produktif   

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim dalam 

menyalurkan bantuan dana zakat produktif kepada mustahiq, bahwa dana zakat 

produktif itu disalurkan kepada mustahiq yang sudah ada usaha namun 

usahanya tersebut terkendala modal usaha atau peralatan usaha. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua II.60 

“Dari skala yang prioritaskan yang sudah ada usaha yang kedua dia 

tidak ada usaha dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang 

diadakan oleh BAZNAS intinya kita itu tidak terlepas dari pada fakir 

miskin dan delapan asnaf itu intinya. Kalau orang yang belum ada 

usaha dan ingin mendapatkan bantuan modal usaha dana zakat 

produktif mereka tidak diterima kecuali mereka yang mengikuti 

pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS. Tetapi yang 

diutamakan mustahiq yang sudah ada usaha karena dari proposal yang 

diajukan itu ada surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah 

kalau tidak ada usaha ada surat keterangan telah mengikuti kegiatan 

kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS Muara Enim”. 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak 

menerima dana bantuan zakat produktif yaitu mustahiq yang sudah ada usaha 

namun mereka kekurangan modal usaha dan terkendala peralatan 

 
60 Syarifuddin (Wakil Ketua II), Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.    



 
 

   

usaha/perlengkapan usaha. Selain mustahiq yang sudah ada usaha mereka yang 

tidak ada usaha juga bisa mendapatkan dana bantuan zakat produktif dari 

BAZNAS Muara Enim tetapi dengan ketentuan mereka sudah mengikuti 

pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS. 

e. Pendampingan dan Pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat 

produktif  

Pendayagunaan zakat agar dapat berjalan secara baik dan mendapatkan 

keberhasilan dan mendatangkan manfaat serta mampu meningkatkan kualitas 

mustahiq dan dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahiq. Maka 

didalam pendayagunaan zakat produktif ada pendampingan dan pengawasan 

terhadap aktivitas usaha dari mustahiq, agar usaha yang dijalankan oleh 

mustahiq dapat berjalan sesuai prosedur yang diinginkan oleh pihak BAZNAS 

dan mampu meningkatkan hasil usaha dari mustahiq itu sendiri dan dapat 

mengubah mustahiq menjadi muzakki yang memberikan zakat. 

Akan tetapi di BAZNAS Muara Enim belum adanya tim pengawas dan 

tim pendamping untuk membantu usaha dari mustahiq. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan staf LAB dan pendistribusian.61 

“jadi di BAZNAS itu ada yang namanya pengumpulan, pendistribusian. 

Di dalam penerapan pendayagunaan itu termasuk dibidang 

pendistribusian. Kemudian di pendistribusian ada namanya 

pendistribusian dan pendayagunan, kenapa ada dua karena untuk 

pendistribusian bentuknya bersifat konsumtif atau bersifat primer 

sedangkan pendayagunaan itu sekunder untuk pendistibusian ini itu 

berupa bantuan biasa seperti bantuan bulanan kemudian untuk usaha 

 
61 Febriansyah (Staf LAB dan Pendistribusian), Wawancara, Tanggal 4 Agustus 2021, 

Pukul  11.04 Wib. 



 
 

   

misalnya ada orang mengajukan proposal terus di berikan modal itu 

termasuk kedalam pendistribusian karena dia butuh modal untuk usaha 

karena dia (mustahiq) ada usaha jadi kita tolong itu namanya 

pendistribusian. sedangkan pendayagunaan ini dianya sudah ada di 

pertengahan (mustahiq itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya), kalau 

pendistibusian itu kita membantu mustahiq dari level rendah ketengah 

atau terpenuhi kebutuhan pokoknya kalau pendayagunaan dari level 

menengah keatas (memberi) atau harapannya bisa jadi muzakki. Jadi 

pokus kita ke pendayagunaan tadi sedangkan di BAZNAS Muara Enim 

ini dianya masih bersipat pendistribusian, karena kenapa itu sekedar 

menolong  saja misalnnya ada orang mengajukan proposal modal usaha 

dibantu modal usahanya itu, karena kenapa karena dia butuh modal 

usaha tadi kan, sedangkan pendayagunaan dia belum berjalan baru 

rencana kenapa dibilang rencana karena pertama pendayagunaan ini 

harus adanya monitoring (pendampingan) karena tanpa adanya 

pendamping tidak akan berjalan itu, dengan adanya pendampingan tadi 

dianya ada evaluasi ada sistemnya. Jadi mengapa di BAZNAS Muara 

Enim ini belum adanya pendayagunaan karena tadi pertama belum ada 

monitoring (pendampingan) jadi di BAZNAS ini untuk zakat produktif 

itu masih sekala pendistribusian yaitu bantuan modal usaha saja tapi 

tidak adanya pendampingan sehingga belum bisa disebut 

pendayagunaan karena masuk ketahap pendayagunaan itu harus ada 

pendamping”.  

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendayagunaan zakat produktif  dapat disalurkan setelah kebutuhan pokok 

mustahiq telah terpenuhi. Di BAZNAS Muara Enim zakat produktif masih 

bersifat pendistribusian belum ketahap pendayagunaan. 

Zakat produktif baru bisa dapat dikatakan Pendayagunaan , maka harus 

ada tim pendamping dan pengawas untuk memantau aktivitas dari usaha milik 

mustahiq. Agar usaha yang dimiliki oleh mustahiq dapat berjalan dengan 

lancar dan ada evaluasi dari tim pendamping dan pengawas. Sehingga usaha 

yang dijalankan dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian 

mustahiq. Sedangkan di BAZNAS Muara Enim sendiri pendayagunaan zakat 

produktif belum terlalu berjalan karena belum adanya tim pendamping dan 



 
 

   

pengawasan, mereka hanya sekedar menyalurkan dana zakat baik itu untuk 

konsumtif atau untuk modal usaha (produktif).  

Jadi pendayagunaan zakat produktif itu belum bisa dikatakan 

pendayagunaan kalau tidak adanya pendampingan dan pengawasan karena 

pendampingan dan pengawasan ini sangat penting untuk proses evaluasi dari 

usaha yang dijalankan oleh mustahiq.  

2. Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha 

mustahiq   

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan bantuan 

dana zakat tujuannya untuk meringankan beban perekonomian dari mustahiq. 

Terlebih dalam penyaluran dana zakat produktif mustahiq dituntut untuk 

memaksimalkan bantuan yang diberikan serta mereka juga harus 

mengembangkan usaha mereka, agar usaha yang dijalankan mengalami 

peningkatan.  Sehingga dana zakat produktif yang disaluran oelah BAZNAS 

memberikan dampak kepada mustahiq yang menerima bantuan. 

Dalam pendayagunaan zakat produktif memberikan dua dampak yaitu 

dampak positif dan dampak negatif, berdasarkan hasil wawancara dengan staf 

jemput zakat dan pendistribusian.62 

“yang namanaya dampak itu ada dua yaitu ada dampak positif ada 

dampak negatif yang biasanya kita harapkan yaitu dampak positif. Bagi 

para mustahiq yang dibantu itu dengan harapan usahanya itu bisa 

berkembang bisa lebih maju lagi dengan harapan sesuai dengan tekat 

kita BAZNAS Muara Enim mereka dari mustahiq bisa merubah 

 
62 Dedi Susanto, ( Staf Penghimpunan dan Pendistribusian), Wawancara, Tanggal 4 

Agustus 2021, Pukul 9.43 Wib. 



 
 

   

menjadi muzakki itu dampak positifnya kalau dampak negatifnya ya 

banyak sekali, setelah kita bantu terkadang usahanya terbengkalai atau 

bisa dengan ketidak maksimalan mereka bisa juga jadi bangkrut 

akhirnya gerobaknya tidak dipakai lagi kan dan lain sebagainya”. 

Dari hasil wawancara diatas bahwa pendayagunan zakat memberikan 

dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama dampak positif 

mustahiq merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha yang 

dijalankan oleh mustahiq dapat berkembang dan harapannya dapat merubah 

dari mustahiq ke muzakki (pemberi). Kedua dampak negatif yang sering terjadi 

kepada mustahiq yang telah diberikan bantuan modal usaha atau peralatan 

usaha namun mereka tidak memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha 

mereka bukannya maju dan berkembang tetapi mengalami kemunduran. 

Akan tetapi di BAZNAS Muara Enim mereka tidak mengetahui apakah 

mustahiq yang telah diberikan bantuan itu mengalami kemajuan atau 

kemunduran, karena BAZNAS Muara Enim Belum adanya tim pendamping 

dan pengawasan sehingga tidak ada laporan dan evaluasi dari pihak BAZNAS 

maupun pihak mustahiq. 

B. Pembahasan 

1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Muara 

Enim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh  

umat Islam yang mampu secara ekonomi. Zakat juga dapat didayagunakan 

dalam bentuk zakat produktif, Berdasarkan Undang-undang Republik 



 
 

   

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Bagian Ketiga, Pendayagunaan, Pasal 27 

yang berisikan.  

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

menteri. 

Zakat produktif juga merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq 

yang mempunyai usaha namun dalam usahanya tersebut terkendala dengan 

modal usaha atau peralatan usaha. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

bertanggung jawab dalam pendayagunaan zakat produktif sehingga usaha dari 

mustahiq dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian dari 

mustahiq. 

Pendayagunaan dana zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat  

untuk didistribusikan kepada mustahiq sesusai pada aturan syariat, tepat guna, 

serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat 

produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.63 

 
63 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional 

(Jakarta: Pustaka firdaus, 1992), h. 41.  



 
 

   

Dalam pendayagunaan dana zakat produktif terdapat prosedur yang 

harus dijalankan oleh BAZNAS agar proses pendayagunaan zakat dapat 

berjalan dengan baik. Adapun prosedur dalam pendayagunaan dana zakat 

produktif adalah sebagai berikut:64 

1. Melakukan studi kelayakan 

2. Menetapkan jenis usaha produktif  

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan 

4. Melakukan pemantauan, pendampingan, dan pengawasan 

5. Melaksanakan evaluasi 

6. Membuat laporan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa 

penerapan pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

secara keseluruhan sudah sesuai, dari tahapan-tahapan mustahiq yang ingin 

mengajukan bantuan, jumlah dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS, dan 

ketentuan bagi mustahiq yang menerima zakat produktif harus sudah 

mempunyai usaha.  

Akan tetapi dalam proses pendayagunaan zakat produktif  BAZNAS 

Muara Enim belum  berjalan dengan baik karena di BAZNAS Muara Enim 

belum dibentuknya tim pendampingan dan pengawasan. Sebagaimana dapat 

 
64 Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan 

Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal eL-Qist 5, no. 1, 

(2015), h. 6.  



 
 

   

diketahui bahwa prosedur dari pendayagunaan zakat produktif harus ada tim 

pendampingan dan pengawasan. Dengan adanya tim pendampingan dan 

pengawasan maka akan ada laporan dan evaluasi terhadap usaha dari mustahiq 

yang menerima bantuan dana zakat produktif. Sehingga usaha yang dijalankan 

oleh mustahiq dapat berkembangan dan dapat meningakatkan perekonomian 

mustahiq. 

Sedangkan di BAZNAS Muara Enim penyaluran dana zakat produktif 

masih bersifat pendistribusian belum ketahap pendayagunaan, karena mustahiq 

setelah mengajukan bantuan dan menerima bantuan dana zakat, pihak 

BAZNAS tidak lagi mendampingi dan mengawasi kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh mustahiq. Sehingga dari pihak BAZNAS sendiri tidak 

mengetahui apakah usaha mustahiq tersebut mengalami peningkatan atau 

penurunan. Itulah mengapa pentingnya ada tim pendampingan dan pengawasan 

agar usaha mustahiq dapat terkontrol dengan baik. 

2. Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha 

mustahiq   

Pendayagunaan zakat produktif merupakan solusi bagi masyarakat yang 

mempunyai usaha namun mereka terhambat dengan modal usaha atau 

perlengkapan usaha. BAZNAS menyediakan bantuan zakat produktif berupa 

modal usaha dan perlengkapan usaha bagi masyarakat yang ingin memajukan 

usahanya, dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

perekonomian mereka.  



 
 

   

Dari hasil penelitian bahwa dampak penyaluran dana zakat di BAZNAS 

Muara Enim ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif 

yaitu mustahiq merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha 

yang dijalankan oleh mustahiq dapat berkembang dan harapannya dapat 

merubah dari mustahiq ke muzakki (pemberi). Dampak negatif yang sering 

terjadi dari penyaluran dana zakat bahwa mustahiq yang telah diberikan 

bantuan modal usaha atau peralatan usaha namun mereka tidak 

memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha mereka tidak berkembang. 

Secara umum penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Muara 

Enim dapat dikatakan memberikan dampak, yaitu dengan terbantunya 

mustahiq yang mengajukan bantuan ke BAZNAS baik itu dalam bentuk modal 

usaha, perlengkapan usaha maupun kebutuhan pokok mustahiq. Akan tetapi 

dampak dalam pendayagunaan dana zakat produktif untuk memajukan 

perekonomian mustahiq, tidak ada karena di BAZNAS Muara Enim belum 

dibentuk tim pendampingan dan pengawasan. Akibat dari tidak ada tim 

pendampingan dan pengawasan tersebut maka tidak ada evaluasi dan laporan 

dari pihak BAZNAS maupun dari mustahiq, sehingga mereka tidak mengetahui 

apakah usaha mustahiq mengalami peningkatan dan kemajuan atau 

kemunduran. 

 

 

 



 
 

   

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa. 

1. Penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, 

secara keseluruhan sudah sesuai akan tetapi dalam penerapan pendayagunaan 

zakat produktif belum berjalan dengan baik karena di BAZNAS Muara Enim 

belum ada tim pendampingan dan pengawasan. Karena prosedur dari 

pendayagunaan itu sendiri harus ada tim pendampingan, pengawasan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kalau salah satu dari prosedur 

pendayagunaan itu tidak ada maka pendayagunaan itu belum berjalan dengan 

baik. 

2. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif  secara umum ada dua dampak 

yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama dampak 

positif mustahiq merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha 

yang dijalankan oleh mustahiq dapat berkembang dan harapannya dapat 

merubah dari mustahiq ke muzakki (pemberi). Kedua dampak negatif yang 

sering terjadi kepada mustahiq yang telah diberikan bantuan modal usaha atau 

peralatan usaha namun mereka tidak memaksimalkan bantuan tersebut 

sehingga usaha mereka tidak berkembang. Akan tetapi dampak peningkatan 

dari pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim tidak ada 



 
 

   

karena BAZNAS Muara Enim belum dibentuk tim pendampingan dan 

pengawasan. Akibat dari tidak ada tim pendampingan dan pengawasan tersebut 

maka tidak ada evaluasi dan laporan dari pihak BAZNAS maupun dari 

mustahiq, sehingga mereka tidak mengetahui apakah mustahiq itu mengalami 

peningkatan dan kemajuan atau kemunduran dalam usahanya. 

B. Saran 

Kepada pihak BAZNAS Muara Enim diharapkan untuk membentuk tim 

pendampingan dan pengawasan dalam menjalankan program pendayagunaan dana 

zakat produktif. Karena dengan adanya tim pendamping dan pengawas maka 

dapat memaksimalkan kegiatan pendayagunaan zakat produktif sehingga 

pendayagunaan dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur. Dan dapat membantu 

usaha mustahiq lebih berkembang serta dapat membantu memajukan 

perekonomian mustahiq.  
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